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Soal Sistem Zonasi Sekolah

Langsung Hapus Atau Dikaji Ulang Lagi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri
Pendiciikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti
menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru

(PPDB).

"Saya sampaikan secara tegas ke Menteri Pendidikan,

Pak ini zonasi harus dihilangkan,” kata Gibran dalam pi-
datonya di Pembukaan Tanwir | Pimpinan Pusat (PP) Pemuda
Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Menanggapi hal tersebut, Mu'ti mengatakan, saat ini
pihaknya masih mengkaji sistem PPDB. “Saya masih menunggu
masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk,” kata Prof
Mu'ti, di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN), Ciputat,
Tangerang Selatan, Jumat (22/11/2024).

SATRIWAN SALIM, Koordinator
Nasional Perhimpunan Pendidikan & Guru

Mendikdasmen Belum
Melibatkan Publik

Wapres Gibran meminta Kemen-
terian Pendidikan Dasar dan Me-
nengah (K dikd: untuk

pus atau tidak?
Sejauh ini, kami dari P2G tidak
melihat M dasmen Abdul Mu'ti

menghilangkan sistem zonasi pada
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB). Bagaimana tanggapan
Anda sebagai guru?

Keinginan Wapres menghapus
sistem PPDB zonasi, kesannya tergesa-
gesa dan reaksioner. P2G berharap,
Jangan sampai Pemerintah Pusat asal
menghapus. Jangan terpesa-gesa tanpa
ada kajian akademik yang objekef. dan
tanpa melibatkan partisipasi publik
yang bermakna

Bukankah memang akan dikaji
duhulu sebelum diputuskan diha-

melakukan dan pelibatan publik
dalam diskusi yang mengundang semua
unsur pemangku kepentingan pendidi-
kan, seperti organisasi pendidikan,
organisasi guru, akademisi, kampus dari
Lembaga Pendidikan Tenaga Kepen-
didikan (LPTK), dan orngtua murid.

Bukankah Mendikdasmen su-
dah mengumpulkan Kepala Dinas
Pendidikan dari seluruh Indonesia?

Tapi, publik belum melihat ba-
gaimana hasil rekomendasinya.

Memang kenapa jika PPDB Zo-

Sementara Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan
Guru (P2G), Satriwan Salim menilai, PPDB jalur zonasi tujuan
awalnya sangat baik. Yakni, menciptakan pemerataan kualitas dan
akses sekolah, serta mendekatkan anak dari rumah ke sekolah.

“Sistem zonasi juga memberikan kesempatan bagi anak-

anak dari keluarga tidak mampu,” ujar guru SMA Labschool,

Rawamangun, Jakarta Timur ini.

Sayangnya, kata Satriwan, setelah tujuh tahun berjalan,
sistem PPDB jalur zonasi, masih berkutat pada masalah yang

didasarkan analisis geografis, dan adanya manipulasi Kartu
Keluarga (KK), demi masuk sekolah favorit. Bahkan, lanjutnya,
ada pungli dan intervensi, agar diterima di sekolah tertentu.
“Ditambah belum terciptanya pemerataan kualitas sekolah
secara nasional, seperti tujuan semula zonasi,” jelasnya.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) Ledia Hanifa Amaliah mengaku, Komisi X sudah mendis-

sama. “Mulai dari tidak meratanya sebaran sekolah negeri,

hingga pelaksanaan PPDB di daerah, tak didasarkan pada anali

sis demografis siswa,” ujarnya.

Selain itu, Satriwan menyebut, PPDB jalur zonasi tidak

nasi dihapus?

Jangan sampai keputusan mendadak
menghapus sistem PPDB zonasi ini ber-
dampak kontraproduktif kepada siswa
dan sistem pendidikan secara umum.

Apa yang perlu dilakukan Pe-
merintah dalam hal evaluasi PPDB
zonasi ini?

Perhatikan evaluasi dan kajian men-
dalam mengenai sistem PPDB Zonasi.
Misalnya, kan, perbaikan-
nya di aspek apa saja. Jika dihapus,
bagaimana sistem penggantinya. ba-
gaimaria skema masuk sekolah neger,
dampak negatif terhadap pemenuhan
hak-hak anak dan dampak terhadap
sistem pendidikun nasional, m NNM

kusikan wacana evaluasi sistem PPDB jalur zonasi. Namun, dia
meminta Pemerintah mengkaji lebih dalam terlebih dahulu.
“Evaluasi dulu. Baru putuskan langkah berikutnya,” ucap
Ledia kepada Rakyat Merdeka, Minggu (24/11/2024).
Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara
dengan Satriwan Salim dan Ledia Hanifa Amaliah.

LEDIA - HANIFA'AMALIAH
Anggota Komisi X DPR

Tidak Bisa Tiba-tiba
Hanya Menghapus Saja

Wapres minta Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah
(Kemendikdasmen) untuk meng-
hilangkan sistem zonasi pada Pe-
nerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB). Tanggapan Anda?

Sebenarnya, tanpa Wapres bicara
seperti itu, kami di Komisi X DPR
sudah sejak awal mendiskusikan dan
menyampaikan ke Pak Menteri bahwa
kita harus mengevaluasi sistem zonasi
ini secara keseluruhan,

Kenapa ingin mengevaluasi?

Karena, zonasi itu tidak berdiri
sendiri, namun bagian dari upaya
kita dalam pemerataan pendidi-
kan,

Pemerataan seperti apa?

Misalnya, pemerataan lokasi scko-
lah, kalau dalam satu wilayah tidak
ada sekolah negerinya. Contoh di
beberapa kota, sekolah SMA saja
tidak merata ada di semua kecamatan.
Demikian SMPriegerinya. Kalau kita
mau buat zonasi, harusnya merata
sekolahnya.

Berapa jumlah sekolah yang
layak dalam satu wilayah?

Minimal ada sekolah negeri di
setiap kelurahan. Itu baru bisa diterap-
kan dengan baik.

Bagaimana sistem seleksi sis-
wanya?

Tentu harus dipikirkan kembali ya.

Yang tepat seperti apa?

Apakah ujian nasional, apakah
melalul assesment nasional, apakah
melalui nilai raport. Memang, zonasi
ini sedang dikaji oleh menteri juga
secara keseluruhan.

Tidak bisa langsung dihapus ya
sistem zonasi ini?
Tidak bisa tiba-tiba hanya meng-

hapus saja, atau tetap menggunakan
zonasi saja. Sebab, sistem zonasi ini
kan berkaitan dengan sistem evaluasi,

dengan sistem pembelajaran, dengan
pencapaian standar dan juga pemer-
ALIN SUTANA Prasarand, ® NNM
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